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PUTUSAN
Nomor 1359/Pdt.G/2020/PA.Pbr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai

gugat antara:
Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota

Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan
Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal
03 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1359/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada
tanggal 07 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 April 2006, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxXXXXXXXXXXxX, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Akta Nikah
Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 14 April 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama yang
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beralamat Jalan Kendal Sari, Gang Rumpun Sari, RT 01, RW 09, No0.16A,
Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang
bernama ANAK, Perempuan, Lahir pada Tanggal 07 April tahun 2007 di
Tanjung Pinang;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015 kemudian sejak
tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang
penyebabnya antara lain;

e Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat

sejak tahun 2018;

¢ Tergugat adalah seorang Suami yang tidak Bertanggungjawab;

¢ Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat

ketika Penggugat sakit;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu
Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya
6. Bahwa pada Tahun 2017 rumah kediaman bersama milik Penggugat dan
Tergugat dijual atas kesepakatan bersama sehingga Tergugat pulang
kerumah orangtuanya di jawa tengah lalu kemudian Tergugat kembali ke
Provinsi Riau pada bulan April tahun 2020 dan setelah itu Tergugat
bertempat tinggal di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Sorek |, Kecamatan
Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Penggugat
sendiri pindah ke rumah kakak Penggugat yang beralamat di Jalan Budi Sari,
Gang Budi Sari Il, No.09, RT 02, RW 09, Kelurahan Rejosari, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
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dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena 1 (satu) anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga
permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu
Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim menetapkan hari sidang
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan
Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Donny Nanda

Widiatmoko Bin Nurhadi) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni Damanik

Binti Sorah Damanik);

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir pada

Tanggal 07 April tahun 2007 di Tanjung Pinang berada di bawah

pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4, Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berpaya mendamaikan dengan cara
memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan
Tergugat tidak berhasil, maka sebelum gugatan Penggugat dibacakan,
Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan Penggugat yaitu mencabut
posita angka 9 serta petitum angka 3, Penggugat hanya mengajukan gugatan
cerai saja, dan kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 14 April 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kab.
Simalungun, Sumatera Utara, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan
dua orang saksi yang bernama Saksi | dan Saksi Il, masing-masing
memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata
cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat

menikah, saksi kenal mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di Jalan Budi

Sari Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah

lebih kurang satu tahun lamanya;
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- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman berrsama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, saksi hanya

mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih satu

tahun lamanya;

- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi Il. Nama Saksi Il.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mernikah tahun 2006 di

Simalungun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di Tanjung Pinang;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di Tanjung

Pinang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah

lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama sampai

sekarang sudah lebih kuranag 2 tahun lamanya,;

- Bahwa Tergugat pulang ke kampungnya di Jawa,;

- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari

percakapan melalui hendpone, saksi mendengar Tergugat berkata kasar
kepada Penggugat, dan juga Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi

rumah tangga yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat untuk kebutuhan

rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga

dan saksi juga ikut mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah
disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada
tanggal 25 September 2020 yakni mencabut posita nomor 9 dan petitum nomor
3 dalam gugatannya, pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum
pemeriksaan pokok perkara dan gugatannya khusus masalah perceraian saja,
oleh karena perubahan tidak melampaui batas-batas meteri pokok serta
perubahan tidak merugikan pihak Tergugat, maka perubahan gugatan

Penggugat dapat diterima, sesuai dengan Pasal 127 Rv. dan Putusan
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Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dan serta
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal
24 Juni 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 14 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 14 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
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ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan
Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama
perkawinan telah satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan, masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2018 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi
upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dua tahun lebih lamanya, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
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menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan
dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua tahun
lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil,
ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah karena
tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangga
keduanya telah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum
dalam Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret
1999 yang menegaskan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sesuai
dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis
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Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan
talak satu b&’in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya

perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp681.000,00 (Enam ratus

delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 25 September
2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 Hijriyah, oleh
Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H.
dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri

Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing
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sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Ketua Majelis
ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis
ttd. ttd.
Drs. H. Sasmiruddin, M.H. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti
ttd.

Nurhakim, S.H.
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya ATK Rp 60.000,00

2. Biaya panggilan Rp555.000,00
3. PNBP panggilan Rp 20.000,00
4, Hak Redaksi Rp 10.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp681.000,00

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 25 September 2020
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A
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